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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa  Mahkamah  Konstitusi melalui Putusan
304 /PHPU.GUB-XXIII/2025 telah membatalkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor
180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang
menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan
Calon yang telah memenuhi syarat;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang
diucapkan pada tanggal 24 Februari 2025, yang pada
pokoknya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan
Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan
Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar
Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan
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Mengingat

suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh
Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto
Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang
diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik
yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut
1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai, dalam tenggang
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan a
quo diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan
hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan
kepada Mahkamah;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah
melaksanakan rapat pleno tertutup untuk Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Papua Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor
221/PL.02-BA/91/2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun
2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 496);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian
Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan
Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan
Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor
16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun
2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua Tahun 2024,

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
Menetapkan mnama Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
Penetapan nama pasangan calon yang memenuhi syarat
sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar
nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan
tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada masa

pendaftaran.

jdih.kpu.go.id/papua




KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 23 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

g 'an Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN  PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

No

Nama Pasangan Calon

Partai Politik Pengusul

MATIUS FAKHIRI, S.I.K.
DAN ARYOKO ALBERTO
FERDINAND

RUMAROPEN, S.P., M.Eng.

Partai Amanat Nasional
Partai Bulan Bintang
Partai Demokrat
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Golongan Karya
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Keadilan Sejahtera

. Partai Kebangkitan Bangsa

. Partai NasDem

. PARTAI PERINDO
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. Partai Persatuan Pembangunan
. Partai Solidaritas Indonesia
. Partai Buruh
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No Nama Pasangan Calon Partai Politik Pengusul
Dr. Drs. BENHUR TOMI
2. | MANO, M.M. DAN drh. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

CONSTANT KARMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK
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